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ABSTRAK 

KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI DALAMPERPSPEKT IF 
HAK ASASI MANUSlA (HAM) 

O L E H 
P ON I MAN 

NIM : 07 840 0363 
BIDANG HUKUM PlDANA 

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertahanan sosial 
untuk menghiodarkan masyamkat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman 
bahaya besar yang mungkin saja terjadi yang akan meoimpa masyarakat, yang telah 
atau akan mengakibatkan kescngsaraan dan mengganggu ketertiban serta kcamanan 
rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia beanasyarakat dan 
bcmgama/bemegara. Untuk mencegah clan membasmi lcacaunya perelconornian 
rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan 
jatuhnya korbanjiwa manusia dan llllllk.anak tak berdosa. Membasmi dan meocegah 
peojahat-penjahat besar dan pengkhianat yang mcmpcrkosa ketertiban dan kcamanan 
umum, pendcknya untuk menccgah dan mcnjamin keselamatan masyarakat dan 
negara dari bahaya yang menganoam, baik yang tclah terjadi maupun yang akan 
terjodi. 

Adapun pe1111asalahan yang diajukan adalah: bagaimamikah pencrapan 
pidana mati bagi terpidana mati mcnurut sistcm bulcum pidana yang bcrlaku di 
Indonesia dalam praktek peradilannya dan bagaimana prosedur pelaksanaan 
ekselcusi pidana mati dalam prakteknya mcourut hukum yang berlak:u di Indonesia. 

Hasil penelitian menjelaskan penempan pidana mati bagi terpidana mati 
mcnurot sistem hukwn pidarul yang bedaku di Indonesia dalam praktek perodilannya 
pada dasamya berfungsi scbagai salah satu kebijakan pcnegakan hukwn pidana 
khususnya memberikan efek jera kepada masyarakat luas, tentaog akibet-akibat 
hukum secara kepidanaan dihubungkan dengan perbuetan-perbuatan yang diancam 
dengan bukuman mati . Prosedur peJaksanaan eksckusi pidana mati dalam prakteknya 
mcnurut bulcum yang berlaku di lodooesia dilakukan dcogan adanya Kcpurusan 
Presidcn. Adapwi prosedur tcrscbut adalah : Adanya pemberitahuen pelaksanaan 
bukumao mati kepada terpidana mati, Peoentuan tempat pelaksanaan hulruman mati, 
Pclaksaoaan pidana dilakukan oleb suatu regu penembak polisi di bawah pimpiDBO 
scorang perwira polisi, Pelaksan.aannya tidak boleb di muka umum dan Penguburen 
jenazah terpidana disereh.kan kepada keluarga/sahabat-sahabat terpidana dan barus 
dicegah pelaksanaan penguburlln yang demonstralif, kecuali demi kepentingan 
urnum, Jaksa tinggiJ'.iaksa yang bersangkuten menentukan lain. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Ada berbagai latar belakang tindak pidana di Indonesia yang dapat menjadi 

dasar dijatuhkannya hukuman mati beberapa diantaranya adalah kejahatan terhadap 

negara, pembunuhan dengan berencana, pembajakan di laut, pemberantasan kegiatan 

subversi, kejahatan narkotika dan lain sebagainya. Menilik kenyataan latar belakang 

dan pemberlakuan hukwnan mati di Indonesia mak.a terlihat bahwa pelaksanaan 

hukuman mati tersebut ditujukan agar kejahatan sebagaimana yang diancam dengan 

hukuman mati tersebut tidak dilakukan, atau sekedar mengurnngi angka dan aspek 

psikologis masyarakat yang ingin melakukan kejahatan, karena efeknya akan diancam 

dengan hukuman mati. 

Selanjutnya dalam praktek hukuman mati sering tertunda. Jika tertundanya 

eksekusi hukuman mati disebabkan proses acara peradilan mak.a hal tersebut dapat 

dipahami, tetapi dalam kenyataannya yang perlu dipertanyakan dalam penelitian ini 

adalah mengapa proses acara peradilan tersebut menjadi sangal lamban bahkan 

memakan waktu puluhan tahun. Meskipun dalam kenyataannya hukuman mati adalah 

huk:uman yang sangat berat dalam suatu putusan pidana. dan perlu dilakukan sehati

bati mungkin, tetapi tetap tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi 

tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman matL 

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertahanan sosial 

untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana clan bahaya ataupun ancaman 
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bahaya besar yang mungki:n saja terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah 

aiau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertJ"ban serta keamanan 

rakyat urnum dalam pergaulan hidup manusia beanasyarakat dan beragama/bemegara. 

Untuk mencegah dan membasmi kacaunya perekonomian rakyat, membasmi dan 

mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa 

manusia dan anak·anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat 

besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya 

untuk mencegah dan menjamin keselarnatan masyarakat dan negara dari bahaya yang 

mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. 

Justru karenanya pidana mati ada1ah pula merupakan The Right of The Social 

Defence, adalah bak periahanan sosial. K.alau dalam norma-norma hukum pidana dan 

etika, setidak-tidaknya dibenarkan untuk melakukan (Self Defence) terbadap ser.angan 

yang mengancam jiwanya atau barta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya 

untuk kepentingan jiwa seorang individu misalnya : make adalah sudah sebarusnya 

(Das Solien) masyarakat sebagai kesatuan punye bak pule untuk melakukan 

pembelaan dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta 

benda serangan kejahatan dan ancaman bahaya besar yang me.nimpa beribu-ribu 

bahkan berjuta-juta jiwa warganya, demi untuk menjamin terlaksananya perdamaian, 

kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negaranya. 

Ranya saja yang menjadi perianyaan dalam ha! ini adalah pantaskah 

seseorang disebabkan karena kesalahannya tidak dapat lagi melakukan perbaikan atas 

kesalahennye tersebut sehingga ia barus mempertanggungjawabkannya dengan 
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dihadapkan pada pidaoa mati. Sedangkan alasan lainnya dilalcukan pembahasan at.as 

pidana mati ini adalah w1tuk melihat penerapan prosedur pidana mati dalam 

pralcteknya. Sementara itu Pasal 8 ayat (I) UU No. 39 Tahun 1999 1cntang Hale 

menjelaskan "setiap orang berhak untuk bidup. mempertahankan hidup clan 

meningkatkan taraf kehidupannya". Berdasarlcan keadaan tersebut maka akan 

menimbulkan pertanyaan lentang kedudukan seorang pelaku kejabatan yang diancam 

dcnaan hukwnan mati dalam hubungannya dengan hale untulc hidup. 

A. Pengertiao dAll Peaqasan Judul 

Judul merupakan garis besar peanasalahan yang akan dibahas dalam sebuah 

penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Pidana 

Marl Dala!n PerspektifHalc Asasi Manusia". 

Kajian Hukum adalah suatu telaah perihal pelalcsanaan hulrum.. 

- Terbadap adalah bal tentang sesuatu.1 

- Pidaoa Mali adalah salah satu jeois bukuman sebag11imana diterakan da1arn Pasal 

I 0 KUH Pid8Jl8. Sedangkan penyebaboya tersebar da1arn berbagai peralunm 

seperti Undang-Uodang Narlcotika, Korupsi dan lain sebagainya. 

Dalam Perspelrtif artinya dalam suatu telahaan atau dalam suatu bidang. 2 

Hak Asasi Manusia menurot Pasal l angka 1 UU No. 39 T abun 1999 tentang l lalc 

1 Oepartellllln Pendidikan Nasional, Komu:s 8es01' BahaJa Indonesia, PN. Balal Pustaka, 
Jakarta. 2003, bal. 47. 

1 Ibid. bal. 445. 
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dibadapkan pada pidana mati. Sedaogkan alasan lainnya dilalrukan pembahasan atas 

pida.na mati ini adalah unluk melihat penerapan proscdur pidana mati dalam 

prakteknya. Sementara itu Pasal 8 ayat (1) UU No. 39 Tahon 1999 tcntang Hak 

menjelaskan "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup clan 
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dengan hukuman mati dalam hubungannya dcngan hak untuk hidup. 
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Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah 

penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Pidana 

Mati Dalam Perspelctif Hak Asasi Manusia". 
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• Terhadap adalah hal tentang sesuatn.1 

• Pidana Mati adalah solnh satu jenis hulmman sebagaimB.D<I ditecakan dalam Passi 

10 KUH Pidana. Sedangkan penyebahnya tersebar dalam berbagai peraturan 

seperti Undang-Uodang Narkotika. Korupsi dan lain sebagainya. 

Dalam Perspektif artinya dalam suatu telehaan llUIU dalam suaru bidang. 2 
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